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Honoris Causa”, Politis vs Akademis?
Pikiran Rakyat, 15 Juni 2021

LKA ada seseorang di-
nilai secara akademik
dan oleh lembaga aka-
demik melalui mekanisme
dan prosedur akademik ter-
bukti telah memberikan jnsa
atau _menghasilkan  karnya
yang lar biasa dalam me-
ningkntkan  dan  mengem-
bangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, sosial, bu-
daya, niai-nilai kemanusioan
atau kemasyarakatan, sah-
sah saja dia memperoleh
apresinsi berupa. gelar doktor
kehormatan (doctor honorts
causa). Demikian pesan ter-
surat dari Pasal 1 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pemberian
Gelar Doktor Kehormatan,
Pasal 3 Peraturan Menteri
ini kemudian menjelaskan
kriteria  karva bagaimana
yang diganjar gelar doktor ke
hormatan  tersebut.  Pada
Pasal 4, disyaratkan pula
calon penerima gelar doktor
kehormatan memenuhi krite-
ria bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, memiliki
gelar akademik setidaknya
sarjond, mempunyai kepriba-
dian, moralitas, dan meme-
gang etika yang baik, bangga
dan cinta tanah air, dan men=
dukung perdamaian dunia.
Pada Pasal 7, dinyatakan,
pemberinn dan penggunaan
gelar  doktor rmitin
yang tidak bersesuaian de-
ngan aturan tersebut akan di-
akademik calon penerima
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setidaknya sagjana (-1), ke-
mudian dibatalkan olch Por-
aturan Menteri Ristekdikti
Nomor 65 Tahun 2016, de-
ngan memberi  tambahan
aturan bahwa  pergurian
tinggl pemberi gelar kehor-
matan harus memiliki Prog-
ram doktoral vang terakredi-
tasi A atan unggul,

Lembaga akademik yang
berwenang memberikan gelar
doktor kehormatan ini adalah
perguruan tinggi vang juga
memenuhi Kriteria tertentu,
antara lain mempunyai fakul-
Las/jurusan/program  studi
yang core keilmuannya rele-
van dengan jasa atan karya
calon penerima gelar, menye-
lenggarakan program dok-
toral, dan dibina oleh sejum-
lah profesor tetup pada bi-
dang keilmuan tersebut. Se-
mientara mekanisme dan pro-
sedur yang ditempuh dintur
oleh perguruan itu sendiri.

Biasanya, prosesnya meli-
hatkan senat perguruan ing:
i sebigai penilai kelayakan

Jasa atau korya si calon pene-
rima, pimpinan perguruan
Linggi yang mengajukan usul-
an, Menteri Pendidikan yang
menerima usulan, dan Direk-
tur Jenderal  Pendidikan
Tinggi sebagai pihak yang di-

tugaskan memverifikasi dan
mevalidasi usulan perguruan
Hinggei, selanjutiya atas nama
Menteri mengelusrhan perse-
tujuan /penolakan pemberian
gelar tersehut,

Akademis vs politis

Berdasarkan sejumlah fe
nomena, pemberian  gelar
doktor kehormatan ini memi-
liki nuansa politis, misalnya,
pemberian gelar berfungsi se-
bagat instrumen balas budi,
ajang membangun jaringan,
atan perjanjian politik,

Di Amerika, konon hal bia-
s jika gelar kehormatan ter-
sehut diberikin kepada peja-
bat publik, orang yang diang-
gap menjadi - ikon budaya
pop, tokoh politik terkenal,
alau pengusahi yang menjucli
donatur perguruan hnggi.

Untuk menimbang apakah
pemberian gelar itu bersifat
politis atau tiduk, tentunya
perlu Tobjektivitus® dari be-
herapa aspek: siapa, bagai-
mang, don terpenuhi/tidak-
nya kriteria oleh ealon penesi-
mi, pmmn;.-.wﬁﬁ'wi
perpuruan tnggl, nde-
pundqw&ﬁ\ﬁ k yang, terlibat
dulam mekanisie/ prosedu
nya, dan objektivitas pihak

Kementerjan Pendidikan se-

Bagai penentu akhir. Ada hal
lain juga yang patut dianali-
sis, misalnya, adakah faktor
kedekatan dengan kekuasa-
an, serta adakah tautan de-
ngan hajat politik yang sudaly
atau akan berlangsung,.
Ironinya, mahasiswa dok-
toral (8+3) harus menempuh
proses yang mendaki dalam
memperaleh  gelar  doktor
(tanpa “kehormatan™), Selain
wiaktu yang ditempuh relatif
lama, juga mereka Sering kali
harus mengorbankan jabat-
an, pendapatan, keluarga,
dan tugas-tugas sosial, orga-
nisasi, dan kemasyarakatan.

Bagian paling menanjak-

nya, pengerinan tugas akhir,
ving sering kali dihabiskan
mahasiswa selama bertahun-
tahun, Apalagi belakangan,
dengan syarat publikasi karya
ilmiah pada jurnal interna-
sional bereputasi untuk bisa
melewati sidang tertutup dan
terbuka, dengan binya pub-
likasi yang lumayan pula.

Dalam konteks akademik,
idealnya gelar doktor kehor-
matan tidak hanya simbolik.
Namun, tetap memiliki kon-
tribusi dan dampak nyata ter-
hadap tumbuh kembangnya
iklim akademik di dunia per-
guruan tinggei.

Demikian pula titik tolak
josa dan karya, tidak boleh
disebabkan si calon adalah
orang yang menempati ja-
batan publik dan memang se-
cara politis memiliki tupoksi
dan sumber daya untuk ber-

memenuli kerangka itu, se-
baiknya perguruan togg tnk
tergoda untuk memberikan
gelar kehormatan tersebut
Penghargaan bisy saja diberi-
kan dalam bentok lain. tanpa
mengurangt makoanya

Profesor

Berdasarkan UL Nomor
20 tahun 200 tentang Sis-
tem Pendidikan, Nasional,

eng-

1 seseorang mengadi gu-
n r/ profesor sebagai ja-

batan, fungsional tertingyi
seteluh asisten ahli. lektor,
din lektor kepala,

Profesor mempunyal tugas
pokok dan fungsi dalam ke-
rangka tri dharma, antara
lainy selain mengajar, meaeli-
i, dan mengabdi, juga mem-
bimbing calon dokior, meng-
hasilkan karya ilmiah berupa
bulku, serta memublikasikan
hasil-hasil penelitinnnya me-
Inkui jurnal-jurnal bereputisi

Belakangan, ada fenomena,
seolah profesor merupakan
gelar,n bukan jabatan fung-

sional yong terkait dengan
denyut kehidupan kampus,
Lazimiya, pemberian pro-
fesor kehormatan thonorary
professor) diberikan kepada
akademis (vang sudah men-
jadi profesor betalan) dise-
babkin pengarub dan kepa-
karannya dalam suatu disip-
T e Bahkan yiang paling
sering terjudi,  pemberian
penghargian kepada profesor
pun dengan doktor kehor
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